KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 5374 Tahun 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

Menimbang

Mengingat

PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA

TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

a. Bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada

perguruan tinggi keagamaan Islam untuk
mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu
tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi
didorong untuk menyelenggarakan program studi yang
bermutu dan relevan;

b. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas

penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan bidang
keilmuan yang dibutuhkan pada perguruan tinggi
keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan
program studi;

Bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang
Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program
Sarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta
Tahun 2016;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agama;
7



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003
tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan
Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana
pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

7. Peraturan Mentefi Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program
Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam:;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun
2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

10.Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan
Tinggi Agama Islam;

I1.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM SARJANA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM SWASTA TAHUN 2016.

: Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi pada

Program Sarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta
Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam lampiran
keputusan ini

. Izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada Diktum

KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan
kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.

. Alumnus program studi sebagaimana dimaksud pada
" Diktum KESATU menggunakan gelar akademik sesuai

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016
tentang Gelar Akademik -Perguruan Tinggi Keagamaan;



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

: Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi
minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi
wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan
perundangan.

: Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU adalah izin untuk pelaksanaan
perkuliahan reguler dan tidak wuntuk pelaksanaan
perkuliahan extention, dalam waktu 4 (empat) tahun tidak
membuka program konversi, memperpendek masa studi
Program Sarjana, perkuliahan di luar kampus (kelas jauh),
menerima rombongan yang berpotensi penyelenggaraan
kelas di luar kampus.

: Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan pengelola
program studi berkomitmen untuk mengisi data pada
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT);

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2016

A

ARUDDIN AMIN/
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